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Abstrak
 

Transfer pricing merupakan upaya rekayasa alokasi keuntungan antar beberapa perusahaan dalam satu grup

perusahaan multinasional. Secara keseluruhan yang terpenting dari akhir kegiatan adalah laba setelah pajak

dari grup. Transfer pricing sering dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan

jumlah pajak yang harus dibayar. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang

atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung

menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax

countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries), Terkait dengan isu

transfer pricing, secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak

terhadap dugaan transfer pricing mendapat justifikasi yang kuat, yaitu afiliasi (associated enterprises) atau

hubungan istimewa (special relationship) dan kewajaran atau arm's length principle. Di Indonesia,

perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia, tidak sedikit yang melakukan praktek-praktek transfer pricing Hal yang cukup memprihatinkan

adalah mereka membuat Indonesia sebagai loss centre untuk perusahaan multinasionalnya, di mana mereka

beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun direkayasa untuk selalu rugi sehingga tidak pernah

membayar pajak penghasilan badannya. Rekayasa tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara dan

tujuan, tergantung pada kebijaksanaan manajemen perusahaan tersebut. Perusahaan dapat direkayasa untuk

terus-menerus dalam keadaan merugi, akan tetapi tetap terjadi pembayaran royalti atau imbalan jasa teknis

dan jasa lainnya dari perusahaan Indonesia kepada perusahaan lain di mancanegara yang sebenamya masih

berada dalam satu grup perusahaan dengan yang ada di Indonesia. Hampir dalam setiap undang-undang

perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak

untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

dan dapat memecahkan masalah transfer pricing Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang

menangani masalah transfer pricing, yaitu Pasal 18. Tesis ini mencoba menawarkan pemecahan masalah dan

aturan hukum yang perlu ditinjau dan dipertegas dalam suatu perundang-undangan perpajakan yang

mengatur masalah transfer pricing di Indonesia.
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